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Toko kelontong masih menjadi sarana perdagangan yang penting dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait transparansi
harga, seperti tidak dicantumkannya label harga pada sebagian produk serta adanya
perubahan harga yang tidak selalu diketahui konsumen sebelum transaksi
dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen harus bergantung pada
informasi yang diberikan secara langsung oleh penjual untuk mengetahui harga
barang yang akan dibeli. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan
informasi harga dan memengaruhi hak konsumen untuk memperoleh informasi
yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah
maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) untuk menganalisis transparansi harga
dalam praktik jual beli di toko kelontong Desa Jarakan, Kecamatan Gondang,
Kabupaten Tulungagung; (2) untuk menganalisis transparansi harga di toko
kelontong Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ditinjau
dari perspektif Hukum Syariah; dan (3) untuk menganalisis transparansi harga di
toko kelontong Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung
ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
hukum empiris. Lokasi penelitian berada di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang,
Kabupaten Tulungagung. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi dengan pelaku usaha toko kelontong serta konsumen sebagai informan
penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data diuji
melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) transparansi harga di toko
kelontong Desa Jarakan belum terlaksana secara optimal karena tidak semua
produk dilengkapi label harga sehingga konsumen harus menanyakan harga secara
langsung kepada penjual sebelum melakukan pembelian; (2) ditinjau dari perspektif
Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip ash-shidg
(kejujuran) karena penjual memberikan informasi harga sesuai kondisi yang
berlaku, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip al/-adl (keadilan) dan al-
amanah (amanah), serta masih mengandung potensi gharar akibat keterbatasan
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akses informasi harga bagi konsumen; (3) ditinjau dari perspektif Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak
konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga
barang, meskipun pelaku usaha pada umumnya memberikan informasi harga ketika
konsumen menanyakannya secara langsung. Dengan demikian, transparansi harga
di toko kelontong Desa Jarakan telah diterapkan melalui komunikasi langsung
antara penjual dan pembeli, tetapi belum mencapai keterbukaan informasi harga
secara optimal.
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Grocery stores are still an important means of trade in meeting the daily
needs of the community, especially in rural areas. However, in practice, there are
still problems related to price transparency, such as the absence of price tags on
some products and price changes that consumers do not always know before the
transaction is made. This condition causes consumers to have to rely on information
provided directly by the seller to find out the price of the goods to be purchased.
This situation has the potential to cause unclear price information and affect
consumers' rights to obtain true, clear, and honest information as stipulated in
Sharia Economic Law and the Consumer Protection Law.

The objectives of this study are to: (1) to analyze price transparency in buying
and selling practices in grocery stores in Jarakan Village, Gondang District,
Tulungagung Regency, (2) to analyze price transparency in grocery stores in
Jarakan Village, Gondang District, Tulungagung Regency reviewed from the
perspective of Sharia Law; and (3) to analyze price transparency in grocery stores
in Jarakan Village, Gondang District, Tulungagung Regency reviewed from the
perspective of the Consumer Protection Law.

This study uses a qualitative research method with an empirical legal
approach. The location of the research is in Jarakan Village, Gondang District,
Tulungagung Regency. Data was obtained through observation, interviews, and
documentation with grocery store business actors and consumers as research
informants. The data obtained was then analyzed using data reduction techniques,
data presentation, and conclusion drawn. The validity of the data was tested
through source triangulation and technical triangulation.

The results of the study indicate that: (1) price transparency in grocery stores
in Jarakan Village has not been implemented optimally, as not all products are
equipped with price labels, requiring consumers to ask sellers directly about
product prices before making purchases; (2) from the perspective of Sharia
Economic Law, the practice reflects the principle of ash-shidq (truthfulness), as
sellers provide price information honestly in accordance with the prevailing prices.
However, it does not fully satisfy the principles of al-‘adl (justice) and al-amanah
(trustworthiness), and it still contains the potential for gharar due to consumers’
limited access to price information; and (3) from the perspective of the Consumer
Protection Law, the practice has not fully fulfilled consumers' rights to obtain
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accurate, clear, and honest information regarding product prices, although sellers
generally provide price information whenever consumers ask directly. Therefore,
price transparency in grocery stores in Jarakan Village has been implemented
through direct communication between sellers and consumers, but it has not yet
achieved an optimal level of transparency in price disclosure.
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